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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Pengertian E-Government

Ada beberapa pengertian e-Government yang dikemukakan para ahli, diantaranya: 

The World Bank Group mendefinisikan e-Government sebagai berikut:

e-Government berhubungan dengan penggunaan teknologi informasi (seperti wide area network, Internet dan mobile computing) oleh organisasi pemerintahan yang mempunyai kemampuan membentuk hubungan dengan warga Negara, bisnis dan organisasi lain dalam pemerintahan. (The World Bank Group,2001 :3)
Ditujukan untuk membangun hubungan antara organisasi pemerintahan dengan warga Negara. Hal ini penting dilakukan oleh organisasi pemerintahan sebagai organisasi sektor publik dalam usahanya untuk mendapatkan legitimasi dari segenap warga Negara yang menggunakan layanannnya. Menyediakan akses kepada warga Negara semua detail aktifitas layanan sektor publik. Ini terutama berhubungan dengan keadaan yang dapat dipertangung jawabkan (accountable). Proses transformasi dan informasi mendukung tersedianya aliran informasi dari organisasi pemerintahan kepada warga negaranya, dan mereka cukup percaya untuk menggunakan  layanan tersebut.

Adapun definisi lain (Zweers and Planque, 2001):

Berhubungan dengan penyedia informasi, layanan atau produk yang disiapkan secara elektronis, dengan dan oleh pemerinah, tidak terbatas tempat dan waktu, menawarkan nilai lebih untuk partisipasi pada semua kalangan. (Zweers and Planque, 2001)

Era reformasi di Indonesia sedikit banyak cukup mempengaruhi kehidupan, terutama pola pikir masyarakat dan pemerintah, sehingga munculah sistem pelayanan oleh pemerintah kepada masyarakat berbasis e-Government.  Menurut UNDP definisi  e-Government sebagai berikut: 
E-Government is the application of Information and Tecnology Communication (ICT) by government agencies (e-Government adalah aplikasi teknologi informasi dan komunikasi dari agen pemerintah) (dalam Indrajit, 2004:2).

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi semakin pesat pertumbuhannya, dengan munculnya berbagai macam pelayanan yang  on line. Jarak dan waktu menjadi tanpa batas dengan media Internet  termasuk masalah-masalah yang menyangkut pemerintahan. Hal ini penting sekali untuk memberikan pembelajaran berkomunikasi secara transparan antara masyarakat dengan pemerintah yang diharapkan dapat mencapai sistem pemerintahan yang baik dan memperoleh kepercayaan masyarakat.
Dua negara besar yang terdepan dalam mengimplementasikan konsep e-Government, yaitu Amerika dan Inggris melalui Al Gore dan Tony Blair, secara terperinci menggambarkan manfaat yang diperoleh dengan diterapkannya konsep e-Government bagi suatu negara adalah:

a. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholder-nya (masyarakat, kalangan bisnis dan industri) terutama dalam hal kinerja efektifitas dan efisiensi  diberbagai bidang kehidupan bernegara

b. Meningkatkan transparansi kontrol dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep Good Corporate Governance

c. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholder-nya untuk keperluan aktifitas sehari-hari

d. Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan 

e. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara tepat dan cepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan trend yang ada

f. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis.
(dalam Indrajit, 2004:5)

Negara-negara maju memandang bahwa implementasi e-Government yang tepat secara signifikan dapat memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat di suatu negara  secara khusus dan masyarakat dunia secara umum. Oleh karena itu, implementasinya di suatu negara tidak dapat ditunda-tunda dan dilaksanakan secara serius, apabila dilaksanakan dengan kepemimpinan dan kerangka pengembangan yang holistik, akan memberikan/mendatangkan keunggulan kompetitif secara nasional. 

Konsep e-Government berkembang karena adanya tiga pemicu utama dilihat dari sejarahnya,  yaitu:

a. Era globalisasi yang datang lebih cepat dari yang diperkirakan telah membuat isu-isu semacam demokratisasi, hak asasi manusia, hukum, transparansi, korupsi, civil society, good corporate governance, perdagangan bebas, pasar terbuka dan lain sebagainya menjadi hal-hal utama yang harus diperhatikan oleh setiap bangsa jika yang bersangkutan tidak ingin disingkirkan dari pergaulan dunia. Dalam format ini, pemerintah harus mengadakan reposisi terhadap peranannya di dalam sebuah negara, dari yang bersifat internal dan fokus terhadap kebutuhan  dalam negeri, menjadi lebih berorientasi ke eksternal dan fokus kepada bagaimana memposisikan masyarakat dan negaranya di dalam sebuah pergaulan global.

b. Kemajuan teknologi informasi (komputer dan telekomunikasi) terjadi sedemikian pesatnya sehingga data, informasi dan pengetahuan dapat diciptakan dengan teramat sangat cepat dan dapat segera disebarkan ke seluruh lapisan masyarakat di berbagai belahan di dunia dalam hitungan detik.

c. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di dunia tidak terlepas dari semakin membaiknya kinerja industri swasta dalam melakukan kegiatan ekonominya. Kedekatan antara masyarakat (sebagai pelanggan) dengan pelaku ekonomi (pedagang, investor, perusahaan dan lain-lain) telah membuat terbentuknya sebuah standar pelayanan yang semakin membaik dari waktu ke waktu.

(Indrajit, 2004:7-8).

Ketiga aspek di atas menyebabkan terjadinya tekanan dari masyarakat yang menginginkan pemerintah memperbaiki kinerjanya secara signifikan dengan cara memanfaatkan berbagai teknologi informasi yang ada. Secara singkat  skema e-Government dapat dilihat pada gambar berikut:
Gambar 2.1
Skema e-Government








Sumber: Anwar, Khoirul dan Asianti, 2004:128

Tujuan e-Government adalah:

a. Terciptanya hubungan secara elektronik antara pemerintah dengan masyarakatnya sehingga dapat mengakses berbagai informasi dan layanan dari pemerintah

b. Melaksanakan perbaikan dan peningkatan pelayanan masyarakat ke arah yang lebih baik dari apa yang telah berjalan saat ini.

c. Menunjang Good Governance dan keterbukaan

d. Meningkatkan PAD

(Anwar, Khoirul dan Asianti, 2004:126).

Sistem pelayanan berbasis e-Government menginginkan supaya pelayanan dan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat menjadi lebih mudah dan cepat tanpa harus menghadapi sistem birokrasi yang berbelit-belit dan rumit. Masyarakat dapat memberikan masukan, saran ataupun kritikan melalui website yang disediakan oleh pemerintah

Pada intinya, e-Government adalah penggunaan ICT untuk meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan pihak-pihak lain. Penggunaan ICT ini kemudian menghasilkan hubungan bentuk baru, seperti G2C (government to citizen), G2B (government to business) dan G2G (inter-agency relationship). Sehubungan dengan hal tersebut diatas, e-Government memerlukan langkah-langkah dan strategi dalam pelaksanaannya karena sangat berpengaruh sekali dalam pemanfaatan e-Government ini.

Salah satu masalah vital yang dihadapi organisasi pemerintahan suatu bangsa adalah biaya yang terlalu tinggi, tidak berfungsi secara penuh serta tidak efisien dalam menjalankan tugas-tugasnya, yang mana hal ini tentunya harus diubah untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang lebih baik usaha-usaha yang dilakukan organisasi pemerintah di berbagai Negara untuk mengimplementasikan penggunaan ICT dengan berbagai batasan-batasan yang ada diharapakan mampu memberikan jalan baru menuju pemerintahan yang lebih baik (good governance). 

Paling tidak terdapat tiga perubahan potensial:

1. Proses Otomatisasi: Mengubah peran manusia dalam menjalankan proses yang meliputi menerima, menyimpan, processing, output dan mengirimkan informasi.

2. Proses Informasi: Mendukung peran manusia dalam menjalankan proses informasi, misalnya mendukung arus proses pengambilan keputusan, komunikasi dan implementasi.

3. Proses Transformasi: Membuat ITC baru untuk menjalankan proses informasi atau mendukung proses informasi. Sebagai contoh : membuat metode baru dalam pelayanan publik.

Selain itu, terdapat dua manfaat yang dapat diambil dari penggunaan ICT oleh organisasi pemerintah, yaitu:

1. Internal: menyediakan manfaat yang lebih baik untuk memotivasi staf pemerintahan dan kontrol politik yang baik, atau memperbaiki citra publik.

2.  Eksternal: dengan penyampaian yang murah serta pelayanan yang baik, manfaat ICT ini dapat dinikmati oleh populasi yang luas.

2.1.1 Manfaat-manfaat ICT pada pelayanan publik
Adapun manfaat-manfaat yang sangat penting dalam e-Government diantaranya yaitu:
1. Biaya administrasi rendah 

2. Cepat dan lebih akurat dalam menerima respon, termasuk diluar jam kantor.

3. Akses ke semua departemen dan semua level dari lokasi manapun. ICT mendukung pembangunan secara lebih fleksibel, serta salah satu cara yang sangat baik bagi masyarakat mengakses layanan publik.

4. Pemerintah yang lebih capable: ICT memungkinkan organisasi pemerintah menjaring data dari feedback-feedback yang diinputkan. Organisasi pemerintah juga bisa membuat informasi untuk masyarakat yang mendukung pemikiran atau ide-ide baru dengan komunikasi secara online diantara para pembuat keputusan, masyarakat serta organisasi lainnya.

5. Membantu ekonomi lokal dan nasional dengan adanya G2B (Government to business).

Dalam konteks mendukung proses pembangunan, terhadap tiga domain utama yang dapat dicakup oleh e-Government seperti diilusikan pada gambar berikut:

1. Memperbaiki proses e-Administration

Inisiatif ini terutama bertujuan untuk memperbaiki pekerjaan internal organisasi pemerintahan dalam ingkungan sektor publik:

a. Memotong biaya proses: Mendorong biaya financial dan waktu. Proses otomatisasi dapat menggantikan biaya manusia yang tinggi dengan biaya penggunaan ICT yang rendah untuk menaikkan efisiensi dan produktivitas. Proses ini juga dapat mendukung keputusan dan implementasinya.

b. Mengatur proses performance: Perencanaan dan pengawasan hasil dari penggunaan resource yang ada (manusia, keuangan, dan sebagainya). Proses informasi mendukung hal ini dengan menyediakan informasi hasil proses dan hasil standar. Hal ini membuat lebih efisien atau efektifnya proses penggunaan resource yang ada.

c. Membuat strategi hubungan dalam organisasi pemerintahan: Hubungan antar sub organisasi pemerintah dalam berbagai level digunakan menguatkan kapasitas untuk meneliti, membangun dan mengimplementasikan strategi dan kebijakan.

d. Meningkatkan pemberdayaan: proses tranformasi mendukung pembuatan aliran informasi ke pembuatan keputusan, dan memungkinkan memproses implementasinya di lokasi yang lain. Hal ini bermanfaat untuk mengurangi biaya, menambah kecepatan, serta membuat proses yang lebih fleksibel dan responsif.

2. Hubungan dengan Warga Negara: e-Citizen dan e-Service.

Inisiatif ini terutama ditujukan untuk membangun hubungan antara organisasi pemerintahan dengan warga Negara. Hal ini penting dilakukan oleh organisasi pemerintahan sebagai organisasi sektor publik dalam usahanya untuk mendapatkan legitimasi dari segenap warga Negara yang menggunakan layanannya. Inisiatif ini meliputi:

a. Bicara: Menyediakan akses kepada warga Negara semua detail aktifitas layanan sektor publik. Ini terutama berhubungan dengan keadaan yang dapat dipertanggung jawabkan (accountable). Proses transformasi dan informasi dari organisasi pemerintahan kepada warga negaranya, dan mereka cukup percaya untuk menggunakan layanan tersebut.

b. Mendengar: Input yang didapatkan dari warga Negara dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat berbagai keputusan serta menjadikan dasar dari layanan yang akan diberikan oleh sektor publik untuk menaikkan partisipasi. Potensi utama adalah pada proses informasi dan transformasi dalam mendukung dan menyediakan aliran informasi baru dari warga Negara kepada organisasi pemeritahan. Hal ini akan menghasilkan keputusan publik yang lebih responsif untuk menampilkan layanan kebutuhan bagi segenap warga Negara.

c. Meningkatkan layanan publik: Peningkatan layanan ini berdimensi sekitar kualitas, kemudahan serta biaya yang rendah. Proses ini menggunakan potensi dari ICT untuk mengantarkan komponen informasi pelayanan publik kepada warga Negara dalam bentuk digital.

Karena semua inisiatif yang telah disebutkan di atas mempercayakan pada hubungan baru yang ditawarkan oleh ICT, perlu dipahami kronologi lebih lanjut dari pengguanaan ICT untuk e-Government.

Kronolog tersebut adalah:

a. Mengumumkan (publishing): pengantar data kepada warga Negara.

b. Interaksi: pengiriman data dari warga Negara dan menerima data dari warga Negara.

c. Transaksi: ditangani oleh proses e-Government lainnya.

3. Membangun interaksi dengan dan di antara masyarakat: e-Society.

Inisiatif ini terutama bertujuan membangun relasi antara instistusi publik dengan institusi publik lainnya, penyedia layanan private sector, organisasi non profit, dan relasi antara institusi masyarakat sipil. Terdapat beberapa poin dalam proses ini:

a. Bekerja lebih baik dengan pihak bisnis.

Memperbaiki interaksi antara pemerintah dengan pihak bisnis. Hal ini termasuk digitalisasi perdagangan dari dan pelayanan kepada bisnis untuk memperbaiki kualitas serta menekan biaya. Proses ini menggunakan semua potensi ICT  untuk mengantarkan komponen informasi dari pelayanan publik kepada lingkungan bisnis dalam bentuk digital. Hal ini juga termasuk dukungan digital untuk menaikkan relasi dari pemerintahan ke komunitas bisnis dengan menyiapkan sumber daya dari berbagai pihak. Hal ini secara langsung akan mengendalikan penurunan biaya dan menaikkan kualitas relasi antara pemerintahan dengan bisnis, serta memperbaiki efisiensi dan respon bisnis lokal.

b. Membangun komunitas

Membangun kapasitas sosial dan ekonomi serta modal dari komunitas lokal. Proses ini menggunakan semua potensi ICT untuk menguatkan hubungan informasi dan membangun hubungan informasi baru di antara komunitas dan diantara komunitas dengan institusi lainnya. Hal ini juga akan mengahasilkan banyak reaksi potensial serta akan menghasilkan kualitas hidup komunitas tersebut. 

c. Membangun Partnership

Menguatkan hubungan institusional. Ada dua bagian, yaitu pertama, membangun partnership untuk menguatkan hubungan antara pemerintah dengan institusi lainnya seperti LSM atau organisasi internasional. Kedua, menguatkan hubungan di antara masyarakat sipil, seperti di antara LSM. Proses ini menggunakan potensi ICT untuk menguatkan hubungan informasi saat ini dan untuk membangun hubungan baru informasi di antara institusi. Pemikiran ini membuat kuatnya struktur ekonomi sosial dan politik dalam masyarakat.

Tiga domain utama e-Government yang telah dijabarkan di atas bersifat saling melengkapi, seperti diilustrasikan gambar berikut :
Gambar 2.2

Overlapping Domains of e-Governance


Dengan meningkatkan inisiatif yang sudah dilakukan, yang mana inisisatif tersebut bersifat saling melengkapi dan akhirnya memunculkan hubungan-hubungan baru.

2.1.2 Kesiapan menuju e-Government
Dalam membangun e-Governement, terdapat enam hal pokok yang harus dipersiapkan oleh pemerintah berkaitan dengan berbagai infrastuktur serta strategi pendukungnya. 

1. Siapnya data infrastruktur

Kesiapan ini meliputi menajemen sistem, dokumentasi dan proses kerja di tempat untuk menyediakan kuantitas dan kualitas data yang berfungsi pendukung menuju e-Government. Kemampuan mendokumentasikan adalah bagian dari ISO 9000, dan juga menjadi bagian dari standar software engineering.

2. kesiapan infrastruktur legal

Adalah hukum dan peraturan-peraturan termasuk barbagai perizinan untuk mendukung menuju e-Government.

3. Kesiapan infrastruktur institusional

e-Government hanya bisa maju jika institusi pemerintahan secara sadar eksis melakukan dan memfokuskan tujuannya dalam membangun e-Government. Koordinasi yang baik perlu dilakukan, terutama antar organisasi pemerintah yang berkompeten.

4. siapnya infrastruktur manusia

Hal ini mencakup sikap, pengetahuan dan skill, terutama diantara staf organisasi pemerintahan, yang diperlukan untuk implementasi dalam mendukung inisiatif e-Government. Sumber daya manusia yang handal dan budaya data sharing merupakan hal pokok yang harus disiapkan. 

5. siapnya infrastruktur teknologi

Inisiatif e-Government banyak bertumpu pada hal ini. Mengingat infrastruktur ICT pada beberapa Negara berbeda-beda kondisinya, maka implementasi yang ada akhirnya harus disesuaikan dengan kondisi infrastruktur ICT yang tersedia. Diperlukan startegi-strategi dalam lebih memberdayakan infrastruktur ICT yang sudah ada. Kalau mungkin melakukan penambahan infrastruktur, diusahakan seefisien mungkin dan menggunakan skala prioritas yang ketat.

6. Siapnya strategi pemikiran kepemimpinan

Dibutuhkan pemerintah yang dibawa visi e-government dalam agendanya dan mempunyai strategi pemikiran untuk membuatnya menjadi kenyataan. Kepemimpinan bisa mengatasi banyak hambatan operasional. Kurangnya visi, strategi, kesadaran, pengetahuan, skill, percaya diri serta komitmen adalah kekuarangan yang umum terjadi pada staf senior organisasi pemerintahan dalam menyongsong e-government.
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